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ABSTRAK 

Desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang juga memberikan kewenangan kepada masyarakat. 

Satu-satunya desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang memiliki potensi sumber daya alam 

yang cukup besar adalah Desa Petungsewu.  Purposive sampling, teknik perekaman, wawancara 

penelitian, sumber data utama dan sekunder, dan metode deskriptif kualitatif digunakan dalam 

penelitian ini. Menurut Effendy, kualitas pemberdayaan menjadi penekanan kajian ini (2020: 314-

315). Proyek pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai proses yang menumbuhkan orang 

atau kelompok melalui pembangunan keterampilan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, 

dan penggerakan masyarakat. Tentunya banyak kemampuan masyarakat yang dapat 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan atau permasalahan masyarakat, seperti kemampuan 

berbisnis, mencari informasi, mengkoordinasikan kegiatan, keterampilan bercocok tanam, dan 

lain-lain. kemampuan mengorganisir kegiatan, kemampuan dalam bidang pertanian, dan masih 

banyak lagi. Pertumbuhan komunitas dan pengorganisasian komunitas digunakan untuk 

memperkuat komunitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Desa 

Petungsewu untuk membantu masyarakat mengelola sumber daya alamnya telah berhasil. Berikut 

adalah unsur-unsur yang saat ini mendorong dan menghambat pembangunan masyarakat: 

pemerintah masih berupaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Desa Petungsewu memiliki 

sumber daya manusia, namun meskipun sudah ada kemajuan teknis, pengetahuan masyarakat 

masih sangat terbatas. Oleh karena itu, saat ini kami berusaha untuk memberikan saran kepada 

masyarakat. 

Kata Kunci: Upaya Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat,Usaha Masyarakat,  Sumber 

Daya Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara pesisir dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. 

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah merupakan instrumen utama untuk mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa mengatur aturan dan memberikan kekuasaan kepada kelompok desa untuk 

kesejahteraan umum. Mengingat resistensi penduduk yang terus berlanjut, khususnya di daerah 

pedesaan, upaya pembangunan nasional dan daerah harus dipadukan dengan upaya pembangunan 

daerah. Akibatnya, desa menjadi pusat dampak sosial ekonomi dan politik, sehingga 

membutuhkan perhatian pemerintah yang cukup besar. Dalam rangka membangun ketahanan 

nasional, pemerintah harus terus mendukung kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan. 

Banyak daerah kini menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri karena kurangnya upaya 

pemerintah untuk memperbaiki posisi ekonomi rakyat dalam hal pemberdayaan ekonomi mereka. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah 

kini memiliki kebebasan untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, 

pemerataan, dan keadilan dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Peraturan 

perundang-undangan tersebut membentuk struktur kemampuan masing-masing daerah untuk 

mengendalikan dan menangani kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan usahanya sendiri 

berdasarkan tujuan masyarakat. 

Peran yang lebih besar untuk masyarakat disediakan dalam pertumbuhan daerah. Kepentingan 

kelompok lokal didasarkan pada proyek masyarakat, hak asal usul, dan hak ulayat yang diakui dan 

dihormati dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan. Indonesia adalah republik. Demikian 

pula dusun bertugas mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Akibatnya, desa sangat 

membutuhkan pertumbuhan, terutama dalam hal basis ekonominya. Dalam upaya menutup 

kesenjangan kekayaan, kesenjangan kemiskinan, dan kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, 

kemajuan ini telah dilakukan. Selain itu, pembangunan perdesaan dipandang sebagai strategi 

pembangunan yang meningkatkan output, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti meningkatkan 

taraf hidup di bidang perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Rani, 2018: 15-16). 



Desa Petung Sewu merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Dau Provinsi Malang yang 

memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Dengan sumber daya alam yang melimpah, 

pemerintah harus membantu masyarakat Desa Petungsewu berdasarkan potensi asli. Komunitas 

ini layak untuk diteliti karena memiliki potensi untuk meningkatkan kemungkinan ekonomi 

dengan memanfaatkan sumber daya alam berbasis potensi lokal. Potensi dusun dilepaskan, yang 

meningkatkan kemungkinan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan umum. Namun yang 

menjadi persoalan saat ini adalah kesejahteraan warga Desa Petungsewu tidak berubah. Jika 

pemerintah dan penyelenggara masyarakat, sebagai subjek dan objek, dapat mengenali dan 

memaksimalkan potensi yang telah ada, maka upaya untuk mendorong pengembangan sumber 

daya manusia yang dimiliki masyarakat menjadi penting dan penting. Meski belum terlaksana 

dengan baik, Pemdes melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pembinaan untuk 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sumber daya manusia yang belum memenuhi standar 

pengelolaan sumber daya alam yang masih ada menjadi tolak ukur pencapaian tersebut. khususnya 

di daerah terpencil.  

Hal inilah yang mendasari peneliti mengangkat judul sebagai berikut:  Upaya Pemerintah 

Desa Dalam Pemberdayaan Kemampuan Usaha Masyarakat Dengan Potensi Sumberdaya 

Alam Pedesaan Di Desa Petungsewu 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang informasi yang diberikan, pemerintah desa berupaya 

memanfaatkan kapasitas bisnis lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan. Oleh karena itu, 

peneliti merumuskan pernyataan masalah berikut sebagai arahan untuk mengumpulkan informasi 

yang komprehensif tentang masalah yang akan diteliti: 

1. Dengan cara apa pemerintah desa di Desa Petungsewu memberdayakan kapasitas usaha lokal 

dengan  potensi sumber daya alam pedesaan ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa di Desa Petungsewu dalam 

memberdayakan kapasitas usaha lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan ? 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana masalah 

ini dirumuskan dan dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya: 

1. Mempelajari inisiatif pemerintah desa di Desa Petungsewu untuk memperkuat kapasitas bisnis 

lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan. 

2. Mengidentifikasi variabel-variabel pendorong dan penghambat upaya pemerintah desa di Desa 

Petungsewu dalam meningkatkan kapasitas usaha lokal dengan potensi sumber daya alam 

pedesaan. 

 

1.4 Manfaaf Penelitian 

1. Mahasiswa akan mendapatkan wawasan tentang upaya pemerintah Desa Petungsewu dalam 

memberdayakan usaha lokal dengan potensi sumber daya alam daerah.  

2. Manfaat bagi desa sebagai sarana membantu prakarsa pemerintah desa untuk memperkuat 

kapasitas usaha lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan di desa Petungsewu 

3. Masyarakat akan lebih banyak belajar tentang upaya pemerintah desa Desa Petungsewu untuk 

mendukung bisnis lokal dengan potensi sumber daya alam daerah tersebut. 
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